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Mengingat 

BUPATI KATINGAN 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN 
NOMOR 6 TAHUN 2021 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KATINGAN, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat ( 1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tal1un 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah • dan Pasal 104 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur /Bupati/Wali Kota 
wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 
memperoleh ·Persetujuan Bersama; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Da~rah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang 
dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas 
dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati 
Pemerintah Daerah bersama DPRD; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, 
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalim.antan Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4 180) ; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoner. ia 

Nomor 4286); i- ~ , i, 
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3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia; 

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; 

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); #1 

6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran 
Negara Repub]ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575) ; 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4693); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6177); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12• Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi 
Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 

17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 ten tang Satu Data 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 112); 

18. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Negara Tahun 
Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 260); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754) ; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Norri.or 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Te1tib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
630); • 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran P~ndapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

Dengan Persetujuan Bersama --~ 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KATINGAN 

dan 
BUPATI KATINGAN 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom; 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah; 

4. Bupati adalah Bupati Katingan; 
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5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah 
yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 

6. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok 
sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan 
dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD. 

Pasal 2 

kebijakan 
daerah 

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. 

Pasal 3 

APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rpl.378.001.140.576 
terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan 
Rincian sebagai berikut : 
a. Pendapatan Daerah Rpl .207 .926.074.584 
b. Belanja Daerah Rp 1.378.001.140.576 

Defisit/ Surplus Rp(l 70.075.065.992) 
c. Pembiayaan Daerah: 

1. Penerimaan Rp184.954.065.992 
2. Pengeluaran Rp14.879.000.000 

Pembiayaan Netto 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 

Rpl Z0.075.065.992 
Rp0. 

Pasal 4 

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rpl.207 .926.074.584 yang bersumber 
dari: 
a. Pendapatan Asli; 
b. Pendapatan Transfer; dan 
c. Lain - lain pendapatan daerah yang sah. 

Pasal 5 

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimalrnud dalam Pasal 4 huruf a, 
direncanakan sebesar Rpl 12.200.485.800 yang terdiri atas: 
a . Pajak Daerah; 
b . Retribusi Daerah; 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 
d . Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. .4 

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan 
sebesar Rp48.362.909.702 . 

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan 
sebesar Rp6 .757.088.218. 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp20.370.215.980. 

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d, direncanakan sebesar Rp36.710.271.900 

Pasal 6 

( 1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
direncanakan sebesar Rpl.095.725.588.784 yang terdiri atas: 
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 
b . Pendapatan transfer antar daerah. 

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud 
huruf a, direncanakan sebesar Rp l .066.961.084.000. 

4 huruf b , 

pada ayat ( 1) 

t ~ i{f 
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(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) huruf b, 
direncanakan sebesar Rp28.764.504.784. 

Pasal 7 

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar 
Rpl.378.001.140.576 yang terdiri atas: 
a. Belanja operasional; 
b . Belanja modal; 
c. Belanja Tidak Terduga; dan 
d . Belanja transfer. 

Pasal 8 

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a , 
direncanakan sebesar Rp857.812.130.404 yang terdiri atas: 
a. Belanja pegawai; 
b. Belanja barang dan jasa; 
c. Belanja bunga; 
d. Belanja subsidi; 
e. Belanja hibah; dan 
f. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1') huruf a, direncanakan 
sebesar Rp460.207.270.492. 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , 
direncanakan sebesar Rp337.326.245.872. 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar RpO. 

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 
sebesar Rpl.397.250.000. 

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (~) huruf e direncanakan 
sebesar RpSS.975.889.956. 

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, 
direncanakan sebesar Rp2.905.474.084. 

Pasal 9 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, 
direncanakan sebesar Rp290.790.195.342 yang terdiri atas: 
a. Belanja modal tanah; 
b. Belanja modal peralatan dan mesin; 
c. Belanja modal bangunan dan gedung; 
d . Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 
e. Belanja modal aset tetap la.inn.ya ; dan 
f. Belanja modal aset tidak berwujud. 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , direncanakan 
se besar Rp 1. 000. 000. 000. 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b , direncanakan sebesar RpS0.946.397.510 · , 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c, direncanakan sebesar Rp107.419.091.089. 

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d , direncanakan sebesar Rp130.71 l.435.743. 

(6) Belanja modal a.set tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, 
direncanakan sebesar Rp563.271.000 

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, 
direncanakan sebesar RplS0.000.000 
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Pasal 10 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 7 huruf c, 
direncanakan sebesar Rp23 .966.987.730 yang terdiri atas belanja tidak terduga. 

Pasal 11 

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d, 
direncanakan sebesar Rp205.431.827.100 yang terdiri atas: 
a. Belanja bagi hasil; dan ., 
b. Belanja bantuan keuangan. 

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan 
sebesar Rp2.500.000.000. 

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaim.ana dimaksud pada ayat (1) huruf b , 
direncanakan sebesar Rp202 .931.827.100. 

Pasal 12 

Anggaran pembiayaan daerah Tal1un Anggaran 2022 yang terdiri atas : 
a. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp184.954.065.992 ; 
b. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp14.879.000.000. 

Pasal 13 

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalarn pasal 12 huruf 
a, direncanakan sebesar Rp184.954.065.992 yang terdiri atas: 
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; 
b . Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; ~ 
c. Penerimaan pinjaman daerah; 
d . Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan 
e. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketent.ua.., peraturan 

perundang - undangan. 
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a , direncanakan sebesar Rp184.954.065.992. 

Pasal 14 

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, 
direncanakan sebesar Rpl4.879.000.000 yang terdiri atas: 
a . Penyertaan modal daerah; 
b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; 
c. Pemberian pinjaman daerah; dan 
d. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 
.. 

Pasal 15 

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah 
mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(l 70.075.065.992) 

(2) Pembiayaaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap 
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rpl 70.075.065.992 
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Pasal 16 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah 
dapat melakukan pengeluaran yang belum tersediaT anggarannya dan/atau 
pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang 
selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja 
daerah Kabupaten Katingan tahun anggaran 2022, dengan tata cara sesuai 
dengan cara terlebih dahulu melakukan peraturan kepala daerah tentang 
Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepa.da Pimpinan DPRD selanjutnya 
disampaikan dalam laporan Realisasi Anggaran 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a . Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar 

biasa; 
b . Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau 
c . Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan 

publik. 
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b . Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 
c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Per:q,erintah Daerah dan tidak 

dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang
undangan; dan/ atau 

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 

Pasal 17 

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 , tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Katingan ini terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menun1t Kelompok 
dan Jenis Pendapatan, Belania, dan Pembiavaan; 

2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah dan OrRanisasi: 

3 . Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok 
Jenis Pendaoatan Belania dan Pembia'9aan; 

4 . Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintal1an 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta hasil dan 
sub kegiatan Beserta Keluaran; 

5 . Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi 
dalam rangka penRelolaan keuangan negara --

6 . Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPMi 
7 . Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD _dengan Rancangan 

APBD; 
8 . Lampiran VIII Sikronisasi Program, kegiatan dan Sub kegiatan pada 

RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD 
9 . Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program 

Prioritas Daerah; 
0. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golone:an dan Per Jabatan; 
1. Lamoiran XI Daftar Piutane: Daerahi 
2. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah 

Lainnva: -
3 . Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 

Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain; 
L4. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak {multy'y_earsl; 

~ ~ 
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5. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan 
6 . Lampiran XVI Daftar Piniaman Daerah. 

Pasal 18 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pclaksanaan APBD. 

Pasal 19 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Katingan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Katingan. 

Diundangkan di Kasongan 
pada tanggal 31 Desember 2021 

RAH 
TINGAN, 

Ditetapkan di Kasongan 
~ =m:lri,g tanggal 31 Desember 2021 

,_-- ----- r 
u 1' , . , * 

DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2021 NOMOR 6 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN PROVINS! 
KALIMANTAN TENGAH : 07, 126/2021 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN 
NOMOR 6 TAHUN 2021 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2022 

I. UMUM 

II. 

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib 
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapat.an dan 
Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan 
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan 
bersama. 

Persetujuan bersama dengan Nomor 188.4/32/Huk/2021 dan Nomor 
170/391/DPRD-KAT/XI/2021 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2022. 

Dengan menetapkan secara ririci jenis belanja operasi, belanja modal, 
belanja tidak terduga dan belanja transfer, untuk selanjutnya dimasukan 
kedalam Anggaran Penda.patan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2022. 

PASAL DEMI PASAL 
Pasal l 

Cukup Jelas 
Pasal 2 

Cukup Jelas 
Pasal 3 

Cukup Jelas 
Pasal 4 

Cukup Jelas 
Pasal 5 

Cukup Jelas 
Pasal 6 

Cukup Jelas 
Pasal 7 

Cukup Jelas 
Pasal 8 

Cukup Jelas 
Pasal 9 

Cukup Jelas 
Pasal 10 

Cukup Jelas 
Pasal 11 

Cukup Jelas 
Pasal 12 

Cukup Jelas 
Pasal 13 

Cukup Jelas 
Pasal 14 

Cukup Jelas 
Pasal 15 !! 

Cukup Jelas 
Pasal 16 

Cukup Jelas 

{ 



Pasal 17 
Cukup Jelas 

Pasal 18 
Cukup Jelas 

Pasal 19 
Cukup Jelas 
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